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UU Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 

UU Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 

UU Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai 

Pemerintahan Sendiri Didaerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan 

Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. 

UU Nomor 10 Tahun 1948 Tentang Pembagian Sumatera dalam Tiga Propinsi. 

PP Nomor 8 Tahun 1947 Tentang Pemerintahan di Sumatera, Sebagai Daerah 

Otonom. 

Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib. 

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Setjen DPR RI sebagaimana diubag terakhir melalui 

Persekjen DPR RI Nomor 12 Tahun 2023 

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana 

diubah terakhir melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 

Daerah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022. 

 

F. SUMBER LAINNYA 

 

Bahan Tayang Pimpinan BULD DPD RI dalam sosialisasi kelembagaan DPD RI 

tahun 2021. 

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Tentang Perubahan Keempat UU 

Pemda Nomor 23 Tahun 2014, DPD RI Dapil Provinsi Sumatera Utara. 

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Tentang Perubahan Keempat UU 

Pemda Nomor 23 Tahun 2014, DPD RI Dapil Provinsi Gorontalo. 

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Tentang Perubahan Keempat UU 

Pemda Nomor 23 Tahun 2014, DPD RI Dapil Provinsi Sulawesi Barat. 

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Tentang Perubahan Keempat UU 
Pemda Nomor 23 Tahun 2014, DPD RI Dapil Provinsi Sulawesi Selatan. 

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Tentang Perubahan Keempat UU 

Pemda Nomor 23 Tahun 2014, DPD RI Dapil Provinsi Jawa Barat dan 

Dapil Kalimantan Selatan. 

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Tentang Perubahan Keempat UU 

Pemda Nomor 23 Tahun 2014, DPD RI Dapil Provinsi Maluku Utara. 

Hasil Sensus Penduduk 2010. Badan Pusat Statistik. 2011. 
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Jimly Asshiddiqie, Catatan Untuk Para Anggota DPD RI 2024-2029, Materi 

Orientasi Anggota DPD RI Periode 2024-2029, Jakarta, 2024. 

Konstitusi Amerika Serikat cetakan 2004. 

Konstitusi Belanda cetakan 2002. 

Konstitusi Inggris. 

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 

1999-2002. Buku III (jilid 2) Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan. 

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008. 

Politik Amerika Serikat”, https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Amerika_ 
Serikat/ diakses tanggal 10 Mei 2024. 

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPD Tahun 2020-2024. 

Risalah Rapat Pleno Ke-25 Panitia Ad Hock I BP MPR 6 September 2001 

Risalah Rapat Ke-51 Panitia Ad Hock I BP MPR 29 Juli 2000. 

Risalah Rapat ke-39 PAH I BP MPR, 6 Juni 2000 

Risalah Rapat Ke-38 Panitia Ad Hock I BP MPR 31 Mei 2000. 

Risalah rapat ke-3 PAH I BP MPR, 6 Desember 1999. 

Risalah Rapat ke-2 PAH III BP MPR, 8 Oktober 1999. 

Risalah Rapat ke-2 BP MPR, 6 Oktober 1999. 

Robert Longley, “The State of the Union Address”, 

https://www.thoughtco.com/state-of-theunion-address-3322229/Diakses 

tanggal 10 Mei 2024. 

Sekretariat Jenderal MPR-RI, Risalah Rapat Pleno Ke-38 Panitia Ad Hock BP 

MPR, 2000.

https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Amerika_
http://www.thoughtco.com/state-of-theunion-address-3322229/Diakses
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